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: o TENTANG . o

PERUBAHAN 'ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015

Menimbang :

Mengingat

—

10.

11.

12.

13.

BISMII:LAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN-NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

bahwa adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kébijakan'umum APBK Larigsa
Tahun 2015 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa
Tahun 2015 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun 2015 sesuai Keputusan Gubernur Aceh
Nomor 903-43 Tahun 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa ’!‘ahun
2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 dan
Rancangan Peraturan Walikota -Langsa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu
membentukx Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Langsa Tahun 2015; .

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Barigunan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
- Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, -

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 10);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2504 Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); '
Undang-pndang Nomior 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan' Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400); '

4421); ' "

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintaly Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ) 5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acéh (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038};

14. Undang-Undang £




16.
- Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

17.

18.
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20.

21.
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23.

24.

25.

26
27.
28.
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30

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601); = A

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang*Kedudukan Keuangan Kepala
Lembaran Negara Nomor 4028); o

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan  Pratokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4712); _

Peraturan ' Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4"8, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahvn 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340}; :

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomort56 Tahun 2005 tentang 3istem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambnh&}r'l Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerinteh Nomor 79 Taliun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawausgn Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 8 Tahua 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Iustansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahay): Lembaran Negara Nomor 4614); g

Peraturar: Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); ‘f

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nonior 30 Tahun 2011 tentang Pinja?lan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor‘5219);

Peraturan Pemérintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:;

Peraturan: Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pédoman Pengelolaan Keuangan

Daerali;
31. Peraturan Menteri ¥




dan Bantuan Sosial Yang ‘Bcrsumber Dari Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeni No'fnur 39 Tahun 2012
tentang Ferubahan Atas Peraturan Menten Dalarn Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman remberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

32 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201S;

33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Langsa Nomor 190); }
34. Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Langsa Tahun 2015 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 16);

35. Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pértanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan 'dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Kota Langsa Tahun
2015 Nomior 9).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAXILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2015.

Pasal 1

Py :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 semula sejumlah Rp.
797 .095.693.423,00,- bertambal scjumlah Rp. 75.245.799.785,69,- sehingga menjadi Rp.
870.341.493 208,09,- dengan rincian sebaga bernkut :

1. Pern’apatan Daerah

a. Semula Rp 778.131.954.914,00 -
L. 2:tamoah / (Berkurang) Rp 40.026.003.208,00
Jirnlah Pendapatan Sectelah Perubahan Rp 818.157.958.122,00
2. Belanja Daerah:
a. Semula Rp 795.095.693.423,0Q,
b. Bertam' ah / (Berkurang) Rp 75.245.799.785,69
Jurnlah Belanja Setelah Perubahan : Rp 870.341.493.208,69
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp (52.183.535.086,69)

W

Pembiayaan Dacrah:
a. Penerimaan i
1. Semula Rp 17.563.738.509,00

2. Bertamnbah / (Berkurang) Rp 35.119.796.577,69
Jurnlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 52.583.535.086,69

b. Pengeluaran '

1. Semula Rp 600.000.000,00

2. Bertambali / (Berkurang) Rp {100.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 500.000.000,00
Jumlah Netto Setelah Perubahan Rp 52.183.535.086,69
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0

Pasal 2

ol
1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 110.346.992.330,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 4.183.002.011,00
Jum!sh Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 114.529.994.341,00
b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp 494.789.923.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 20.328.470.509,00
Jumlah Dana Penimbangan Setelah Perubahan Rp 515.118.393.509,00
¢. lain-Lain Pendapatan Yang Sah
1. Semula Rp 172.995.039.584,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp __ 15.514.530.688,00"
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sctelah
Pcmbahan Rp 188.509.570.272,00

2. Pendapaan Asli Dacrah .f?
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b. Retribusi Daerah

1. Semula ’ Rp 3.993.942.937,00
2. Beértambah / (Berkurang) Rp 1.411.481.803,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp 5.405.424.740,00
¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan .
l. Semula Rp 451.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurany) Rp 67.845.242,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yyang dipisahkan
Sctelah Perubahan Rp 518.845.242, 00

d. Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah
1. Semula Rp 2.191.549.393,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp - -

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Sételah Perubahan Rp 2.191.549.393,00

i .
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1. Sémula Rp 95.170.500.000,00
2. Béftambah / (Berkurang) Rp 1.693.674.966,00
Jutnlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah °
Setglah Perubahan " Rp 96.864.174.966,00

Dana perimibangarn sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil i
1. Semula Rp 25.091.140.000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 204.535.509,00*
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 25.295.675.509,00
h. Dana Alokasi Umum )y '
1. Semula © Rp 425.446.753.000,00"
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp 425.446.753.000,00
c. Dana Alokasi Khusus - F
1. Semula Rp 44.252.030.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 20.123.935.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp 64.375.965.000,00

Lain-Jain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf
c terdiri da¥i:
a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp -
2. Bertdmbah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp -

b. Dana Darurat
1. Semula Rp
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp -
¢. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp 17.135.561.925,00
2. Bertambah / (Berkurang) . -
Jumlah IPana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnysa Setelah Perubahan Rp 17.135.561.925,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp 73.932.862.312,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 15.514.530.688,00
Jutalah Dana Penyesuaian dan Otonont Khusus

Sei€lah Perubahan Rp 89.447.393.000,00
e. Bantu.?;zﬂ Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daeran lainnya '
1. Serqula " Rp 81.926.615.347,OQA
2. Bertambah / (Berkurang) -
Jumilah Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah Daerah
J&xillgnya Setelah Perubahan ft Rp 81.926.615.347,00
14

3! Pasal 3 .j’i:’l




2.

<. Deliunoan /o (BSerkurang)  Rp 21.330.707.974,36

Jumlah Belunja Tidalk Langsung Setelah Perubahan

b. Belanja Langsung
1. Semula
<. Bertambah / (Herkurang) Rp 53.915.091.811,33

Jumlah Belanja, Langsung Setelah Perubahan

Belanja Tidak Langsung stbagaimana dimaksud pada angka
jenis belaﬁlja :
a. Belanjh Pegawai Sejumlah
1. Semula Rp 367.998.203.268,00
2. Bejrambah / (Berkurang) Rp 7.703.542.286,36

Jumlsh Belanja Pegawai Setelah Perubahan
b. Belanja'iy'}unga
1. Sem,'!ﬁ,la Rp :
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumiah Belanja Bunga Setelah Perubahan

¢. Belanja Subsidi

1. Semula Rp -

Rp 413.969.587.554,36

Rp 402.456.813.843,00 -

Rp 456.371.905.654,33

1 huruf a terdiri darj :

2. Bertarhbah/(Berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

d. Belanja Hibah
1. Semula Rp
2. Berfambah / (Berkurang} Rp 90.000.000,00

1.735.000.000,00 :

Jumlah Belanja Hibal Setelah Perubahan

€. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula 5.984.862.000,00

Rp

2. Bertambah / (Berkurang] Rp (3.071.305.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp - -

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan

g. Belanja Bancuan Keuangan
1. Semula Rp  16.420.814.312.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 16.706.830.688,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah

Perubahan
h. Belanja Tidak Terduga .
1. Semula Rp 500.000.000,00
‘2. Bertambah / (Berkurang) Rp (98.360.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b

Rp 375.701.745.554,36
Rp :
Rp -
Rp 1.825.000.000,00
Rp 24913.55(;.000,00
Rp -
Rp 33.127.645.000,00
Rp 401.640.000,QO

terdiri dari jenis

belanja : ,

a. BelanjaiPegawai -
1. Semmla Rp  70.582.544.709,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (656.894.520,00) .

Junflah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
b. Belanja'ﬁiarang dan Jasa
1. Semtiia Rp

2. Bertambah / (Berkurang) Rp

169.525.541.140,00

18.711.133.207,33

Jum}L.h Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan

c. Belanja Modal
1. Semula Rp
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 35.900.853.124,00

Jumlal Belanja Modal Setelah Perubahan

Pasal 4

162.348.727.994,00

"Rp 69.885.650.189,00
7 Rp  188.236.674.347,33
198.249.581.118,00

Rp
,.!\f'

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pencrimej.'an

1. Semula ...
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2. Bfrtambah/(Berkurang) Rp (100.000.000,00)
Jlfkmldh Pengeluaran Setelah Perubahan . Rp 500.000.000,00
2. Pencrimglgifn sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari jenis
pembiayaqn ; .
a. Sisa leabg_‘ih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
1. Setiula Rp 17.563.738.509,09

2. Bertambah / (Berkurang) _Rp  35.119.796.577.00
Jumlah Sisa Lebsh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SILPA) Setelah Perubahan Rp 52.683.535.086,00
b. Pencairzn Dana Cadangan Sejumlah Rp. -
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berlcurang) Rp -
Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan . Rp -
¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejlimlah Rp. -
1. Semula Rp -

2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah
Perubahan Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. - ]

1. Semula . Rp -

2. Bertdambah/ (Berkurang) _Rp -
Jurnlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah

Perubahan Rp : -
e. Pencrimalan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. -
1. Semula Rp -

2. Bertdmbah / (Rerkurang) Rp -
Jumlah Penerimaan Kembal Pemberian Pinjaman Setelah

Perubahan Rp -
f. Penerimaarn Piutang Daerah
1. Semula Rp -

2, Bertambah/(Bcrkurang) -
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelan

Perubahan Rp -
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis
pembiayan ;
a. Pembé_}]tukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. -
1. Segnula Rp -

2. Befitamubah / (Berkurang) Rp -
Ju,f'gn.lah Pembentukan Dana-Cadangan Setelah .
Perj‘t}'jbahan Rp » - ‘
|
\

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota
1. Semiila Rp 600.000.000,00.-
2. Berimbah / (Berkurang) Rp (100.000.000,06]
Jumiah Penyertaan Modal Setelah Perubahean Rp 500.000.000,00

¢. Pembayaran Pokok Utang
l. Semula
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang '
Jatuh Tempo Setelah Perubahan ] Rp -

d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. - '
1. Serthula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Pemberian Pinjaman Dacrah dan Obligasi Rp -
Daerah Setelah Perubahan

dalam Pasal 1, feréantum dalam Lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Qanun inij, terdiri dari :
1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBK;




TTTTT tttmsssc ms Giusaus remnernnuanan Kota,

Organisasi SKPK, Pxogram ddn Kegiatan;

5. Lampiran v Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
o ! Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran Vi Dafitar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabittan;
7. Lampiran. VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIl Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belania Kata sebapai Landasan Onerasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlalku pada tanggal diundangkan.

Ager  setiap  orang mengetahuinysa, memerintahkan Pengundangan Qanun inj dengan
penempatannya dalom Lembaran Kow Langsa.
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